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ABSTRACT

Negative work culture and discrimination are two interrelated issues that have a significant
impact on employee mental health and performance. This paper aims to explore how a lack of
ethics in human resource management contributes to the rise of an unhealthy work culture, and
how policies and moral norms can be used as solutions to create a just and humane work
environment. This research use qualitative methods with literature analysis from various
national and international publications. The result show that the ineffective application of the
principles of fairness, openness, and respect for individual dignity can lead to discrimination
and injustice within organizations, the sustainable application of ethics in human resource
management, which includes anti-discrimination policies, empathy training, and open
communication, has been proven to reduce detrimental work cultures and improve employee
well-being. Therefore, strengthening human resource ethics is a strategic approach to building
sustainable and socially just organizations.
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ABSTRAK

Budaya kerja yang toxic dan diskriminasi merupakan dua masalah yang saling berkaitan dan
memiliki efek signifikan terhadap Kesehatan mental serta kinerja karyawan. Tulisan ini
bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kurangnya etika dalam pengelolaan sumber daya
manusia berpengaruh terhadap kebangkitan budaya kerja yang tidak sehat, serta bagaimana
kebijakan dan norma moral dapat dijadikan sebagai solusi untuk menciptakan lingkungan kerja
yang adil dan manusiawi. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan analisis literatur
dari berbagai publikasi baik nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukan
bahwa kurang efektifnya penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap
martabat individu dapat mengakibatkan munculnya diskriminasi dan ketidakadilan di dalam
organisasi. Penerapan etika dalam manajemen SDM secara berkelanjutan, yang mencakup
kebijakan anti-diskriminasi, pelatihan empati, serta komunikasi yang terbuka, terbukti mampu
mengurangi budaya kerja yang merugikan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Oleh
karena itu, penguatan etika SDM menjadi pendekatan strategis untuk membangun organisasi
yang berkelanjutan dan social yang adil.

Kata kunci: Etika SDM, Budaya Kerja Toxic, Dsikriminasi, Keadilan, Kemanusiaan

PENDAHULUAN
Budaya kerja yang toxic dan diskriminasi adalah masalah yang sangat penting dalam

lingkungan professional saat ini. Ketika pegawai diperlakukan secara tidak adil dan melanggar
berbagai norma karna sejumlah alasan. Hal ini bukan hanya menciptakan ketidaknyamanan
tetapi juga membangun suasana kerja yang penuh tekanan dan tidak sehat. Kondisi kerja yang
toxic biasanya muncul akibat kegagalan dalam system pengelolaan sumber daya manusia

(SDM) untuk menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan etika professional (Mardi &
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Yuniarto, 2024).

Diskriminasi dapat dijelaskan sebagai perlakuan berbeda dan tidak adil kepada seseorang
berdasarkan faktor-faktor seperti gender, ras, agama, usia, atau karakteristik lain (Sarina et al.,
2021). Dalam budaya kerja yang toxic diskriminasi kadang-kadang muncul dalam bentuk bias
sistematik, favoritisme, atau stereotip negative yang mengarah kepada kelompok tertentu.
Sebagai contoh, kesenjangan gender dalam posisi kepemimpinan tetap menjadi masalah di
banyak organisasi, di mana jumlah perempuan dalam posisi tinggi jah lebih rendah
dibandingkan laki-laki (Baiduri & Anshori, 2023). Situasi ini menunjukan bahwa nilai-nilai
inklusivitas belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik etika sumber daya manusia (SDM)
perusahaan.

Pemerintah memiliki kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan yang secara prinsip telah
menyediakan kerangka hukum untuk melindungi karyawan dari Tindakan diskriminatif serta
lingkungan kerja yang merugikan. Bekerja adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan
dilindungi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Qolby et al., 2022).
Undang-Undang ini menekankan pentingnya menciptakan tempat kerja yang adil dan inklusif,
serta menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak, kesempatan, dan perlindungan untuk
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta keahlian mereka (Yuhardi et al.,
2022).

Dari sudut pandang etika bisnis, budaya kerja yang toxic dan diskriminasi menunjukan
kegagalan dalam mengelola dunia pekerjaan, terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip
keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sumber daya
manusia (SDM). Etika, yang berasal dari istilah Yunani ethos yang berarti karakter atau sifat,
seharusnya menjadi dasar utama dalam pengelolaan SDM (Nurhasanah et al., 2022). Meski
begitu banyak organisasi yang lebih mengutamakan pencapaian target dan profitabilitas
daripada membangun budaya kerja yang etis dan manusiawi. Sementara itu, penerapan etika
yang baik dalam SDM tidak hanya meindungi integritas organisasi tetapi juga mendukung
terciptanya lingkungan kerja yang menguntungkan kesejahteraan karyawan.

Budaya kerja yang toxic dan diskriminatif bisa menghalangi performa, menurunkan motivasi,
serta meningkatkan stress diantara karyawan. Ketika seseorang merasa tidak dihargai atau
diperlakukan tidak adil, mereka akan kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap
organisasi. Sebaliknya, lingkungan kerja yang adil, transparan, dan mendukung akan
menigkatkan fokus, efisiensi, serta kesejahteraan mental karyawan (Aliyah & Anshori, 2023).
Kualitas hidup kerja yang positif menjadi salah satu indicator keberhasilan organisasi dalam

mengimplementasikan etika yang sehat dalam sumber daya manusia (SDM) (Anshori, 2011).
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Untuk menanggulangi budaya kerja yang toxic dan diskriminatif secara efisien, diperlukan

pendekatan yang menggabungkan pandangan hukun dan etika. Dengan memadukan kedua
elemen ini, organisasi dapat mengembangkan strategi sumber daya manusia (SDM) yang lebih
menyeluruh dan berkelanjutan. Artikel ini membahas bagaimana kegagalan dalam aspek etika
SDM dalam menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan berperan dalam munculnya budaya
kerja yang toxic, serta menekankan pentingnya penerapan prinsip etika dan hukum demi

menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua karyawan.

TINJAUAN PUSTAKA

Buadaya kerja yang toxic lebih dari sekadar perilaku negative; itu adalah akibat dari suatu sistem
organisasi yang kehilangan prinsip kemanusiaan dalam operasionalnya. Menurut Rasool et al. (2021),
lingkungan kerja yang beracun terbentuk Ketika komunikasi yang tidak sehat, tekanan berlebihan,
persaingan yang merusak, dan ketidakmampuan dalam menunjukkan empati dianggap wajar di tempat
kerja. Di kondisi semacam itu, individu menjadi merasa tidak merasa aman, dan interaksi antar rekan
kerja berubah penuh dengan kecurigaan, ketegangan, dan jarak emosional yang semakin melebar di
antara anggota tim. Fenomena ini mengindikasikan kegagalan organisasi dalam mengintegrasikan etika
sumber daya manusia (SDM), seharusnya nilai keadilan, penghargaan, dan kepedulian menjadi landasan
utama dalam pengelolaan manusia. Greenwood (2002) menekankan bahwa etika SDM bukan hanya
sekedar pedoman administratif, tetapi juga merupakan komitmen moral dari organisasi untuk
memperlakukan setiap individu secara beradab. Ketika nilai-nilai ini diabaikan organisasi tanpa sadar
memberikan peluang bagi praktik tidak sehat seperti diskriminasi, manipulasi, dan pelecehan yang
tersembunyi yang dapat merusak integritas etika serta hubungan kerja.

Budaya kerja yang toxic biasanya berawal dari gaya kepemimpinan yang authoritarian dan kebijakan
HR yang tidak adil. Penelitian Vladut (2022) mengungkapkan bahwa lingkungan kerja yang tidak sehat
cenderung memiliki pola komunikasi sepihak, sistem penghargaan yang tidak seimbang, dan kebijakan
promosi yang bias dan tidak transparan. Pola ini menciptakan kesenjangan psikologis antara manajemen
dan karyawan, yang memicu ketidakpercayaan serta menurunkan loyalitas dan tingkat produktivitas.
Dalam jangka Panjang, organisasi akan kehilangan energi kolektif karena semangat kerja tergantikan
oleh rasa ketakutan dan ketidakpastian

Salah satu bentuk nyata dari budaya kerja yang tidak etis adalah munculnya diskriminasi di lingkungan
kerja. Diskriminasi menjadi tanda hilangnya nilai-nilai etika dan kemanusiaan dlama pengelolaan SDM.
Fekedulegn et al.(2019) menyatakan bahwa lebih dari sepertiga karyawan dalam lingkungan kerja
modern pernah mengalami diskriminasi, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.
Diskriminasi ini dapat berupa perlakuan yang tidak adil berdasarkan gender, usia, etnis, agama, orientasi
seksual, atau status social. Dalam konteks yang lebih halus, diskriminasi juga muncul sebagai
microaggressions-komentar, sikap, atau tindakan kecil yang merendahkan individu secara tidak
langsung. Salari et al. (2024) dalam analisis meta menunjukan bahwa diskirminasi mikro memberikan
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dampak jangka Panjang terhadap kesejahteraan psikologis karyawan, termasuk stress kronis, depresi,

dan kelelahan. Ini membuktikan bahwa pelanggarn etika kecil namun berkelanjutan dapat memiliki efek

kumulatif yang signifikan terhadap Kesehatan mental dan kinerja.

Dampak diskriminasi tidak berhenti pada individu saja, tetapi meluas ke tingkat organisasi. Keller et al.
(2024) menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak mampu mengatasi diskriminasi akan merasakan
penurunan kinerja, meningkatnya angka turnover, dan kerusakan reputasi di mata public. Ketika
keadilan menghilang, kepercayaan juga berkurang-padahal kepercayaan adalah energi esensial yang
menggerakkan organisasi. Oleh karena itu, isu diskriminasi tidak bisa dianggap sebagai masalah pribadi
semata, melainkan sebagai indicator kegagalan etika organisasi dalam mengelola manusia dengan adil
dan bermartabat

Dalam situasi ini, etika SDM memiliki fungsi yang sangat krusial. Bogale (2023) menekankan bahwa
praktik SDM yang beretika harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan
terhadap martabat manusia. Namun, faktanya banyak organisasi yang menganggap kode etik hanya
sebagai prosedur tanpa implementasi yang signifikan. Inilah sumber dari kegagalan etiak SDM: Ketika
nilai moral terhenti pada tataran dokumen dan tidak terwujud dalam Tindakan sehari-hari. Greenwood
(2002) menggambarkan keadaan ini sebagai titik buta etis, di mana kepatuhan administrative
menggantikan tanggung jawab moral. Dalam situasi seperti ini, SDM yang seharusnya menjadi penjaga
nilai-nilai moral dapat berubah menjadi bagian dari sistem yang menyetujui ketidakadilan dan
membiarkan budaya kerja yang merusak berkembang tanpa batas.

Mengembalikan etika SDM berarti mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam pusat kebijakan
organisasi. SDM harus dipandang tidak hanya sebagai asset ekonomi, tetapi sebagai individu yang
memiliki ha katas keadilan, empati, dan perlindungan. Etika SDM yang solid berfungsi sebagai perisai
utama dalam mencegah munculnya budaya kerja yang toxic dan diskriminatif. Oleh karena itu,

organisasi yang menjunjung etika dapat menciptakan suasana kerja yang sehat, transparan, dan adil.

Literatur internasional menunjukan bahwa perubahan budaya organisasi yang telah menjadi toxic
memerlukan intervensi menyeluruh yang mencakup semua aspek sistem kerja. Leake et al. (2025)
merekomendasikan penerapan strategi kombinasi seperti pelatihan kepemimpinan yang empatik, audit
budaya kerja secara berkala, mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman, serta evaluasi kebijakan
SDM vyang berbasis keadilan dan inklusivitas. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki perilaku
individu, tetapi juga mereformasi sistem agar lebih etis dan manusiawi. Dalam konteks Indonesia,
tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai etika dalam sistem kerja yang masih
bersifat hierarkis dan formal. Penelitian local oleh Sari dan Mulyana (2021) menunjukan bahwa budaya
empati, komunikasi terbuka, dan kepekaan social perlu dimasukkan dalam strategi SDM agar organisasi
dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, manusiawi, dan berfokus pada kesejahteraan karyawan.
Dengan demikian, penguatan etika SDM menjadi Langkah penting untuk membangun organisasi yang

berkelanjutan di tengan kompleksitas dunia kerja saat ini.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode analisis literatur

sistematis (SLR). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk
mengeksplorasi konsep dan fenomena sosial secara mendalam, bukan untuk mengukur
hubungan kuantitatif antara variabel-variabel. Peneliti mengevaluasi beragam sumber
akademis seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas isu-isu mengenai budaya
kerja yang merugikan, diskriminasi di lingkungan kerja, serta etika dalam manajemen sumber
daya manusia.

Populasi dan Sampel
Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup semua tulisan ilmiah yang

berhubungan dengan budaya kerja yang toxic dan diskriminasi di tempat kerja. Sampel diambil
melalui metode purposive sampling, di mana hanya artikel yang sesuai dengan tema yang
relevan, cara metodologi yang jelas, serta yang terbit dalam rentang waktu tahun 2018 sampai
2025 yang dimasukkan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik etika dan kebijakan
sumber daya manusia dalam kerangka organisasi.

Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian diperoleh melalui tiga prosedur utama, yang dirangkum pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Teknik dan Sumber Pengumpulan Data Penelitian

Jenis Data Sumber Data Teknik Pengumpulan Data
Data sekunder Jurnal nasional dan internasional, buku, Studi literatur dan
laporan penelitian dokumentasi
Data konseptual Teori etika SDM, teori perilaku Analisis  dokumen  dan
organisasi, teori diskriminasi kerja sintesis literatur
Data empiris Hasil penelitian terdahulu tentang Analisis hasil ~ temuan
budaya kerja dan diskriminasi terdahulu
Teknik Analisis Data
Tabel 2 Teknik dan Sumber Analisis Data
Variabel Kondisi di Lapangan Dampak
Etika SDM Lemah, tidak diterapkan Hilangnya kepercayaan dan
secara konsisten meningkatnya perilaku oportunistik
Budaya kerja toxic  Lingkungan kerja kompetitif Meningkatnya stress, konflik, dan rasa
tanpa empati tidak aman
Diskriminasi Terjadi dalam bentuk halus Penurunan moral, burnout, dan
dan struktural ketidakadilan sistemik
HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dalam Sumber Daya Manusia
Nilai-nilai etika dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan landasan moral
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yang mengarahkan serta memberikan makna pada kehiduan dalam suatu organisasi. Dibalik

setiap strategi dan keputusan yang diambil, ada tanggung jawab besar untuk menjaga
kehormatan individu yang terlibat dalam organisasi itu. Etika dalam SDM lebih dari sekadar
regulasi atau hukum; Ia berbicara mengenai hati Nurani, kemanusiaan, serta penghargaan
terhadap hak-hak fundamental tiap individu. Setiap pegawai bukanlah sekadar alat, melainkan

sosok yang memiliki nilai, emosi, dan kehidupan social yang harus dihargai.

Dalam penerapannya, manajemen SDM yang beretika mencakup semua tahap pengelolaan
individu dalam organisasi termasuk perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, hingga pemberian
penghargaan dan pemecatan. Setiap Langkah harus dilakukan dengan prinsip keadilan,
keterbukaan dan integritas. Sebagai contoh, dalam tahap perekrutan organisasi yang menjaga
etika akan menilai calon karyawan berdasarka kualifikasi, pengalaman, dan potensi mereka,
bukan berdasarkan factor social, gender, atau usia. Keterbukaan dalam setiap proses pemilihan
akan membangun kepercayaan calon pegawai terhadap organisasi, memastikan hubungan yang

salin menghormati dan jujur terbentuk sejak awal (RE, 2010).

Etika juga harus diterapkan dalam kondisi yang menantang, misalnya saat organisasi
mengalami krisis dan terpaksa mengurangi jumlah pegawai. Dalam situasi ini, keputusan yang
diambil harus mempertimbangkan tidak hanya factor ekonomi, tetapi juga aspek social dan
emosional dari pegawai yang terdampak. Manajemen yang etis akan menyediakan kompensasi
yang adil, mengumumkan keputusan dengan cukup waktu, serta memberikan kesempatan bagi
pegawai untuk mengikuti program pelatihan ulang atau dukungan penempatan kerja. Tindakan
ini membuktikan bahwa organisasi tetap menghargai kontribusi pegawai meski hubungan kerja

harus diberhentikan.

Selain fairness dan kesejahteraan, etika dalam manjemen SDM perlu mempromosikan budaya
empati di tempat kerja. Empati mendorong rasa kebersamaan dan saling menghormati antara
pemimpin dan pegawai. Organisasi yang menciptakan komunikasi yang terbuka, memberikan
kesempatan untuk kritik dan masukan, serta mendengarkan pendapat pegawai akan
menciptakan atmosfer kerja yang positif. Dalam jangka waktu yang lebih lama, hal ini akan
memperkuat keterikatan social di lingkungan kerja dan memajukan semangat kolektif untuk

mencapai tujuan Bersama (Sugiarti et al., 2022).

Dengan demikian, etika dalam manajemen SDM lebih dari sekadar standar moral; ia juga
sebuah strategi untuk menciptakan keberlanjutan bagi organisasi. Ketika individu diperlakukan
dengan adil dan martabatnya dihargai, organisasi akan mendapatkan kepercayaan, loyalitas,
dan produktivitas yang tinggi. Nilai-nilai kemanusiaan yang konsisten dijaga akan menjadi
kekuatan utama yang membedakan organisasi yang beretika dari yang hanya berorientasi pada
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profit.

Etika dan Kebijakan SDM dalam Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja
Peran etika dan kebijakan sumber daya manusia (SDM) sangat krusial dalam menciptakan

suasana kerja yang adil, inklusif, serta bebas diskriminasi. Dalam hal ini, kebijakan SDM
berfungsi lebih dari sekadar sekumpulan peraturan administrative; ia juga mnecerminkan
dedikasi moral organisasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menerapkan kebijakan
yang didasari oleh etika dan keadilan, organisasi dapat menunjukan penghormatan kepada
individu bedasarkan aspek pribadi seperti jenis kelamin, ras, atau agama (Mahendra, 2020).
Suatu kebijakan SDM yang berhasil harus berlandaskan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan
tanggung jawab. Kesetaraan memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki akses yang
sama dalam proses rekrutmen, pengembangan karir, pelatihan, dan penghargaan. Keterbukaan
memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara jelas dan objektif, sementara
tanggung jawab menuntut agar setiap individu mempertanggungjawabkan kputusan dan
tindakannya berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan (Putri & Aditya, 2021). Di sampping itu
adanya kebijakan anti-diskriminasi yang kuat sangat penting agar semua laporan mengenai
ketidakadilan dapat dianggapi melalui mekanisme yang aman, proses investigasi yang adil, dan
penerapan sanki yang sesuai. Inisiatif ini menunjukan bahwa organisasi mendukung keadilan
serta melindungi martabat semua karyawan (Suryani, 2019).

Etika dalam manajemen SDM melengkapi peran kebijakan tersebut dengan memberikan
panduan moral dan kesadaran kemanusiaan pada setiap keputusan manajerial. Etika
mengarahkan organisasi untuk memperlakukan karyawan dengan adil dan objektif, serta
memotivasi pengambilan keputusan yang berlandaskan keadilan dan integritas (RE, 2010).
Dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, organisasi
dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat di mana perbedaan dihargai sebagai asset,
bukan sebagai ancaman (Sugiarti el at., 2022). Penerapan etika yang konsisten juga membantu
organisasi dalam mendeteksi diskriminasi yang tersembunyi, seperti bias dalam promosi atau
evaluasi kinerja, yang sering kali tidak disadari (Yusuf & Al Arif, 2015).

Kebijakan dan etika SDM memainkan peranan strategis dalam membentuk identitas organisasi
yang etis serta memiliki tanggung jawab social. Organisasi juga menerapkan prinsip non-
diskriminasi tidak hanya membagun kepercayaan di kalangan karyawan, tetapi juga
memperoleh legitimasi moral di mata masyarakat. Citra positif ini akan memperkuat hubungan
dengan mitra bisnis, pelanggan, serta komunitas secara luas (Pradana, 2023). Oleh karena itu,

kebijakan SDM yang mendukung keadilan dan etika merupakan investasi jangka Panjang untuk
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keberlangsungan hidup organisasi.

Dari sudut pandang kemanusiaan, etika dan kebijakan SDM yang berlandaskan nilai-nilai
moral bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku, melainkan juga
sebagai dasar bagi budaya kerja yang bermartabat. Ketika suatu organisasi mrngutamakan
keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap manusia, maka suasana kerja akan menjadi
tempat yang aman, harmonis, dan produktif. Keberhasilan sejati suatu organisasi bukan hanya
di nilai dari keuntungan materi, tetapi juga dari kemampuannya untuk mempertahankan nilai-
nilai kemanusiaan di setiap aspek manajemen (Hudha & Rahardjanto, 2018; Wijaya & Nuraini

2022).

Diskriminasi Pekerjaan
Diskriminasi dalam dunia kerja adalah isu etika yang sangat mendalam dan rumit di

zaman modern. Ini mencerminkan kegagalan institusi dalam menegakkan nilai-nilai
kemanusiaan, di mana individu diperlakukan secara tidak adil karena faktor-faktor yang tidak
berkaitan dengan kemampuan atau performanya. Jenis diskriminasi ini dapat terjadi dalam
berbagai segi, seperti perekrutan, promosi, penilaian kinerja, pemberian imbalan, dan
pemutusan hubungan kerja. Meskipun banyak negara telah mengatur hukum yang melarang
adanya diskriminasi, pada kenyataannya, praktik ini masih sering terjadi, baik secara jelas
maupun dalam bentuk yang lebih halus dan sulit untuk diidentifikasi (Yusuf & Al Arif, 2015).
Salah satu jenis diskriminasi yang paling lazim adalah yang berhubungan dengan gender. Di
berbagai perusahaan, wanita sering kali menghadapi hambatan struktural untuk mencapai
posisi kepemimpinan, kesenjangan gaji, serta beban sosial yang lebih berat dibanding pria.
Situasi ini tidak hanya merugikan individu, namun juga menghalangi potensi organisasi untuk
maju, karena berbagai perspektif dan kemampuan yang dimiliki wanita sering kali diabaikan.
Etika sumber daya manusia mengharuskan organisasi untuk menciptakan kebijakan kerja yang
adil, memastikan akses dan kesempatan yang setara bagi pria dan wanita di setiap tingkatan
karier.

Selain diskriminasi berbasis gender, ada juga diskriminasi yang sering terjadi terkait ras,
agama, usia, disabilitas dan orientasi seksual. Karyawan dari kelompok minoritas sering kali
harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang sebanding dengan rekan-rekan
dari kelompok mayoritas. Mereka rentan terhadap stereotip, pengucilan sosial, bahkan serangan
verbal yang merendahkan harga diri. Situasi ini menciptakan ketidakadilan struktural di
lingkungan kerja dan menghasilkan tekanan psikologis yang berdampak pada performa serta
kesehata mental karyawan (Sugiarti et al., 2022).

Pada akhirnya, keberhasilan suatu organisasi seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan
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dan pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari bagaimana mereka memperlakukan individu di

dalamnya. Lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi mencerminkan tingkatan moral dan
integritas organisasi. Ini menegaskan bahwa di balik kesuksesan bisnis yang berkelanjutan,
senantiasa terdapat nilai kemanusiaan yang dijaga, dihormati, dan diterapkan dengan sepenuh

hati (Hudha & Rahardjanto, 2018).

KESIMPULAN
Lingkungan kerja yang merugikan dan tidak adil hanya mencerminkan kelemahan dalam

manajemen, tetapi juga menunjukan kegagalan dalam aspek etika sumber daya manusia. Dalam
suatu organisasi manusia seharusnya menjadi fokus utama, bukan sekadar alat untuk mencapai
keuntungan finansial. Namun, banyak perusahaan masih menekankan pada struktur hierarkis
dan efisiensi, yang mengakibatkan kesejahteraan karyawan sering kali terabaikan. Situasi ini
menciptakan perilaku negatif seperti stress yang berlebihan, praktik diskriminatif, serta

atmosfer kerja yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan.

Analisis yang telah dilakukan menunjukan bahwa penyebab utama terletak pada kurangnya
penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap martabat individu.
Apabila nilai-nilai etika tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, karyawan akan
kehilangan semangat, mengalami tekanan psikologis, dan penurunan produktivitas. Maka dari
itu, penerapan etika dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk membangun
lingkungan kerja yang adil, aman, dan menyambut semua orang. Kebijakan yang jelas dalam
menanggulangi diskiminasi, kepemimpinan yang berempati, serta proses rekrutmen dan

promosi yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan performa karyawan.

Lebih lanjut, pemerintah dan lembaga pengatur harus memperkuat upaya untuk mengawasi
serta mendididk berkenaan dengan etika kerja. Sementara itu, karyawan  perlu secara aktif
menjaga suasana kerja yang sehat dengan saling menghargai. Penelitian lebih lanjut di bidang
akademik juga penting untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara penerapan
etika dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, etika dalam sumber daya manusia bukan sekadar
norma moral, tetapi juga strategi praktis untuk membangun budaya kerja yang berkelanjutan,
produktif, dan berorientasi pada manusia. Organisasi yang mengedepankan keadilan, empati,
dan penghormatan akan mampu membangun kepercayaan, meningkatkan motivasi, dan

mempertahankan daya saing dalam jangka Panjang.
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